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Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan 
42 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam 
menanggulangi korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, 
memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan 
hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. yang kemudian diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian ini, 
banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam ikut serta menanggulangi 
korupsi seperti, peran serta melalui whistle blower, Justice Collaborators, media, 
kegiatan-kegiatan langsung dan melalui pendidikan anti korupsi. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah perlu adanya  upaya penguatan masyarakat dalam memahami 
masalah korupsi sehingga masyarakat berpartisipasi secara lebih baik dan dapat 
menghasilkan laporan yang berkualitas mengenai dugaan tindak pidana korupsi. 
 
Kata kunci: Peran Masyarakat, Pemberantasan korupsi, Penanggulangan 
 
ABSTRACT 
The role of society in the fight against corruption has been set out in Article 41 
and 42 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the 
eradication of corruption. Community participation in tackling corruption 
manifested in the form of, among others, to seek, obtain, provide data or 
information about corruption and the right advices and opinions are responsible 
for the prevention and eradication of corruption. which further regulated in 
Government Regulation No. 71 Year 2000 on the Implementation of Public 
Participation and the Award in the Prevention and Combating of Corruption. 
From these results, many ways to do community participate in tackling corruption 
like, as well as through the whistle-blower role, Justice Collaborators, media, 
activities directly and through anti-corruption education. This type of research is a 
kind of normative legal research. The conclusion of this study is the need for 
efforts to strengthen the community in understanding the problem of corruption so 
that people participate more and can produce a quality report on the allegations of 
corruption. 
 





Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasan, begitu konstitusi 
Indonesia menyebutkannya dalam salah satu Pasal yaitu Pasal 3 UUD 1945, 
semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, baik 
kaya, miskin, lelaki, wanita, orang biasa, bahkan orang yang mempunyai 
kedudukan dan pangkat sekalipun. Jadi, ketika pejabat atau penegak hukum 
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka pejabat atau 
penegak hukum tersebut harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku.
1
 Belakangan ini, begitu banyak sorotan dalam penegakkan 
hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak aparat hukum yang melakukan 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, misalnya terlibat korupsi 
atau suap dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya.   
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merajarela di seluruh lapisan 
masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan 
data dari Corruption Perception Index (CPI), pada tahun 2013 Indonesia 
menempati urutan 114 dari 177 negara terkorup,
2
 hampir seluruh instansi 
pemerintahan pernah terjerat kasus korupsi. Sekarang ini instansi penegak hukum 
pun telah terjerat kasus korupsi seperti kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah 
Konstitusi (Akil Muchtar), di Kepolisian (Djoko Susilo) dan yang baru-baru ini 
terjadi kasus korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana instansi tersebut 
adalah instansi yang dipercaya oleh masyarakat dapat menegakkan keadilan yang 
sekarang mulai diragukan kinerjanya. 
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Korupsi merupakan masalah yang serius yang dapat membahayakan 
negara, khususnya di bidang keuangan negara, karena satu orang atau sekelompok 
orang saja, negara yang dihuni berjuta-juta penduduk mengalami kerugian yang 
sangat besar. Hal tersebut dapat menggangu stabilitas dan keamanan negara, 
membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, juga dapat 
merusak nilai-nilai demokrasi serta  moralitas bangsa.
3
 Lambat laun perbuatan ini 
seakan menjadi sebuah budaya yang terus menerus terjadi. Hal tersebut 
membuktikan bahwa korupsi tidak bisa dianggap remeh lagi, upaya 
pemberantasanya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara 
yang luar biasa. 
Menurut Romli Atma Sasmita, korupsi merupakan kejahatan yang sangat 
luar biasa (extra ordinary crime), dan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang 
sama dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan dan semacamnya. 
Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia dan harus dilawan 
sebagai sesuatu yang mendesak.
4
 Banyak cara telah dilakukan dalam 
menanggulangi korupsi di Indonesia. Seperti dibentuknya lembaga yang secara 
khusus yang menangani korupsi, adanya pengadilan tindak pidana korupsi dan 
undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi. Akan tetapi hal tersebut 
belum mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia secara signifikan. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang secara 
khusus menangani korupsi serta Kepolisian dan Kejaksaan sudah banyak 
mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kasus- kasus 
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tersebut hanyalah segelintir dari korupsi yang ada di Indonesia. Jumlah personil 
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang ada tentu tak sebanding dengan kasus 
korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia, terlebih lagi Kepolisian dan 
Kejaksaan masih harus menangani masalah-masalah lain. Melalui media massa 
terlihat jelas bahwa ketiga lembaga tersebut berperan aktif sebagai pelaksana dan 
pendukung dalam memberantas tindak pidana korupsi. 
Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi urusan 
pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan merupakan persoalan semua 
rakyat dan urusan bangsa. Masyarakat hendaknya tidak dijadikan objek 
penyelenggaraan negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subyek. Setiap orang 
harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam usaha menanggulangi kejahatan 
yang merusak negara Indonesia. Keaktifan dari masyarakat sangat diperlukan 
untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggaran negara dalam 
memberantas korupsi. Peran serta masyarakat sangat dibutukan dan merupakan 
elemen terpenting dalam pemberantasan korupsi. Tanpa dukungan dari segenap 
masyarakat Indonesia, segala upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan. 
Karena itulah, undang-undang memberikan hak dan perlindungan kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah, (1) Bagaimana Pengaturan 
mengenai peran masyarakat dalam menanggulangi korupsi di dalam Peraturan 
Perundang-undangan? (2) Apa saja bentuk partisipasi dari masyarakat dalam 
langkah menanggulangi korupsi? 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan mengenai peran 
serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. (2) Untuk 
mengetahui apa saja bentuk pertisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak 
pidana korupsi. 
 Metode penelitian adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang 
menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah 
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-
lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang 




 Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi, yaitu 
mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal yang berupa catatan, buku-
buku mengenai peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana 
korupsi, perundang-undangan, dan sebagainya.
6
 Dari metode ini penulis 
mengumpulkan data pendukung (data sekunder) yang berkaitan dengan peran 
masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. 
 Analisis data ini menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk 
menjawab permasalahan. Metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang 
berangkat dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian 
dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam 
penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan mengenai peran masyarakat dalam menanggulangi korupsi di 
dalam Peraturan Perundang-undangan 
Bentuk peran serta masyarakat dalam penanggulangan korupsi, di atur 
dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001  ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut: 
a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi;  
b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi;  
c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi;  
d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari; 
e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:  
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
dan c. 
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak 
dan tanggungjawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
4. Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau 
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial 
lainnya. 
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam 
peraturan pemerintah. 
 
Mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
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Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yaitu, antara lain:  
Pertama, mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam  mencari, 
memperoleh, memberi informasi saran dan  pendapat, yaitu: 
Pasal 2 
 
(1)  Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat 
berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaiakan saran dan 
pendapat kepada penegak hukum dan  atau komisi mengenai perkara 
tindak pidana korupsi. 
 
(2)  Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi 
harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, agama, kesusilaan 
dan kesopanan. 
Pasal 3 
(1) Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud, 
harus disampaikan secara tertulis dan disertai: 
a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pemimpin organisasi 
masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan 
melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; 
dan  
b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi 
dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. 
 
(2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus 
diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. 
 
Kedua, Mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dan jawaban dari penegak hukum, yaitu: 
Pasal 4 
 
(1) Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat 
berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau 
komisi atas informasi, saran atau pendapat yang disampaikan kepada 




(2)  Penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawaban secara lisan 
atau tertulis atas informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, 
organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, 
saran atau pendapat diterima. 
 
(3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak 
memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau 
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Ketiga, mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh 
perlindungan hukum, yaitu:  
Pasal 5 
 
(1)  Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan 
hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. 
 
(2)  Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan 
terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam 
tindak pidana korupsi yang dilaporkan. 
 
(3)  Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan 




(1) Penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat 
diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat 
yang disampaikan.. 
 
(2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau 
komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun 
keluarganya. 
 





(1) Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat 
yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau 
pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. 
 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa 
piagam atau premi. 
 
Pasal 8 
Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan 
jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan menteri hukum dan perundang-undangan. 
 
Pasal 9 
Besar premi sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan 
paling banyak sebesar 2 ˆ(dua permill) dari nilai kerugian keuangan 
negara yang dikembalikan. 
 
Pasal 10 
(1) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke 
pengadilan negeri. 
 
(2) Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk. 
 
 
Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat  dalam Menanggulangi Korupsi 
 Bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana 
korupsi, antara lain:  
Pertama, peran Serta Melalui Peniup Pluit (Whistle blower). Meniup 
peluit adalah  seseorang yang sukarela menyiarkan/menyampaikan informasi yang 
sebenarnya tidak diketahui oleh umum, sebagai protes moral, yang dilakukan oleh 
anggota atau dewan pengawas dari suatu organisasi melalui saluran komunikasi 
yang tidak normal kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang adanya 
perbuatan ilegal dan/atau pelaksanaan kegiatan yang tidak bermoral dalam suatu 
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Kedua, peran serta melalui Justice Collaborators. Justice collaborators 
ialah saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu 
aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan 
terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu 
tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat 
penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses persidangan.
8
 
Ketiga, peran serta melalui media. Koran, majalah, radio, dan televisi 
merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. 
Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau 
dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. 
Melalui media, masyrakat atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat 
menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang 
berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, 
atau kring telepon. masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dapat juga 
menggunakan internet, yang menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka bisa membela agen dan gerakan 
antikorupsi dimana pun berada. 
Keempat, peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung. Kegiatan secara 
langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya 
penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk 
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rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan 
demonstrasi ke lembaga KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi. 
Lembaga swadaya masyarakat sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di 
bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan 
kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. 
Berikut beberapa lembaga swadaya masyarakat tersebut yaitu: (a) Indonesian 
Corruption Watch (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi non 
pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan 
kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia;
9
 (b) Transparency 
International Indonesia (TII) adalah sebuah organisasi internasional yang 
bertujuan memerangi korupsi politik yang mempromosikan transparansi dan 




Kelima, peran serta Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti 
korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya 
perbuatan korupsi yang dilakukan dari formal di sekolah, pendidikan informal 
pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan 
anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan 
tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai 
anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
11
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 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran masyarakat 
dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
Pertama, peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana 
korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan 
data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran 
dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 dalam Pasal 41 dan Pasal 42. Kemudian mengenai tata cara pelaksaan 
peran masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Kedua, bentuk peran masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat untuk 
turut serta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain: peran serta 
melalui peniup peluit (whistle blower), peran serta melalui justice collaborator, 
peran serta melalui media, peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung dan 
peran serta melalui pendidikan anti korupsi. 
Saran 




 Pertama, saran bagi pembuat undang-undang, aturan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. itu sendiri hanya mengatur mengenai tata cara pelaporan 
oleh masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak 
hukum lainnya terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi, padahal 
untuk melakukan itu diperlukan upaya penguatan masyarakat dalam memahami 
masalah tindak pidana korupsi sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara 
lebih baik dan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu 
untuk pembuat undang-undang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.   
Kedua, saran bagi masyarakat, masyarakat dituntut harus lebih aktif dan 
kritis dalam menyikapi segala aktivitas yang terjadi di sekitar lingkungannya, 
apabila melihat atau mengetahui ada permufakatan jahat segera laporkan kepada 
pihak berwajib, dalam hal ingin melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana, 
masyarakat terlebih dahulu harus  mempersiapkan bukti-bukti dan mengetahui dan 
memahami secara jelas bahwa dugaan perbuatan jahat tersebut merupakan tindak 
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